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Abstract

Performance accountability of local governments has drawn growing public attention amid increasing demands for transparency in public financial management, while a considerable number of local governments in Indonesia still struggle to consistently maintain an Unqualified Opinion (WTP) year after year. This study aims to analyze the performance accountability of the Regional Finance and Asset Agency (BKAD) of Bandung Regency in 2025, during the transition period from the 2021-2026 to the 2025-2029 Strategic Plan (Renstra). A descriptive qualitative method was employed through document analysis of the Government Agency Performance Report (LKIP), the Strategic Plan, the Performance Agreement, and the Audit Board (BPK) Examination Report. The results show that BKAD Bandung Regency succeeded in maintaining an Unqualified Opinion (WTP) on the Regional Government Financial Statements for the ninth consecutive year, improving from a WTP with One Emphasis of Matter (PSH) in the previous year to a clean WTP in 2025. Budget realization reached IDR935,337,801,884.00 out of an allocation of IDR1,045,930,372,451.68, or 89.43%, with the highest efficiency recorded in the Regional Government Administration Support Program (31.32% efficiency) without reducing support for core programs in financial management (90.32% realization) and asset management (90.05% realization). The shift in Key Performance Indicators (IKU) from a multi-indicator to a single-indicator model (BPK Opinion) strengthens outcome orientation and external accountability, but requires supporting indicators to maintain a clear direction for performance improvement. This study recommends strengthening risk management, accelerating asset certification, and sharpening supporting indicators as strategies to sustain the WTP opinion during the 2025-2029 Renstra period.
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Abstrak 

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah menjadi sorotan publik seiring meningkatnya tuntutan transparansi pengelolaan keuangan negara, sementara tidak sedikit pemerintah daerah di Indonesia masih menghadapi tantangan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara konsisten dari tahun ke tahun. Penelitian ini bertujuan menganalisis akuntabilitas kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bandung Tahun 2025 pada masa transisi Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 menuju Renstra 2025-2029. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui studi dokumentasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Renstra, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BKAD Kabupaten Bandung berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut, dengan peningkatan kualitas dari WTP dengan Penekanan Satu Hal (PSH) pada tahun sebelumnya menjadi WTP murni pada tahun 2025. Realisasi anggaran BKAD mencapai Rp935.337.801.884,00 dari pagu Rp1.045.930.372.451,68 atau 89,43%, dengan tingkat efisiensi tertinggi pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (efisiensi 31,32%) tanpa mengurangi dukungan pada program inti pengelolaan keuangan (realisasi 90,32%) dan pengelolaan aset (realisasi 90,05%). Perubahan struktur Indikator Kinerja Utama (IKU) dari model multi indikator menjadi single indikator (Opini BPK) memperkuat orientasi hasil (outcome) dan akuntabilitas eksternal, namun menuntut penguatan indikator turunan agar arah perbaikan kinerja tetap terjaga. Penelitian ini merekomendasikan penguatan manajemen risiko, percepatan sertifikasi aset, dan penajaman indikator pendukung sebagai strategi mempertahankan opini WTP pada periode Renstra 2025-2029.  
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Corresponding author : sandi.kurniawan@poljan.ac.id


[image: ]

Sandy Kurniawan1




PENDAHULUAN
Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam era otonomi daerah menuntut tata kelola yang akuntabel, transparan, efektif, efisien, dan berorientasi hasil. Akuntabilitas tidak hanya menyangkut pertanggungjawaban penggunaan anggaran, tetapi juga sejauh mana program dan kegiatan pemerintah daerah memberikan manfaat nyata (outcome) bagi masyarakat. Dalam kerangka itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah selama satu tahun anggaran sekaligus instrumen evaluasi dan perbaikan berkelanjutan atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja.
Kualitas pengelolaan keuangan daerah tercermin pada kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan hasil pemeriksaan eksternal (LKIP, 2025). Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bandung telah meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama sembilan kali berturut-turut. Capaian ini mengindikasikan bahwa sistem pengendalian dan penyajian laporan keuangan telah berjalan baik, namun mempertahankan opini tertinggi tersebut bukanlah tujuan akhir. Tantangan ke depan adalah memastikan kualitas belanja semakin berdampak, memperkuat pengendalian risiko, menjaga kepatuhan terhadap regulasi yang dinamis, serta meningkatkan kualitas data dan integrasi sistem informasi.
Tahun 2025 merupakan periode transisi dari Renstra BKAD 2021-2026 menuju Renstra 2025-2029 sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung 2025-2029, sekaligus terjadi perubahan mendasar pada struktur Indikator Kinerja Utama (IKU) dari model multi sasaran dan multi indikator menjadi single sasaran dan single indikator, yaitu Opini BPK atas LKPD. Perubahan ini merupakan respons atas Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dan berimplikasi pada pergeseran orientasi pengukuran kinerja dari proses/kepatuhan menuju hasil akhir (outcome level) yang dinilai pihak eksternal independen. Kondisi transisi ini menghadirkan celah kajian yang relevan untuk dianalisis, yaitu bagaimana akuntabilitas kinerja BKAD dapat tetap terukur dan konsisten di tengah perubahan kerangka indikator serta bagaimana efisiensi penggunaan sumber daya berkontribusi terhadap keberlanjutan opini WTP.
Secara konseptual, akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban pihak yang diberi amanah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan kepada pihak pemberi mandat. Behn (2001) menjelaskan bahwa akuntabilitas publik mencakup kewajiban organisasi pemerintah untuk memberikan penjelasan dan mempertanggungjawabkan tindakan serta hasil yang dicapai kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Konsep akuntabilitas kinerja berkembang seiring penerapan paradigma New Public Management (NPM) yang menekankan efisiensi, efektivitas, dan orientasi hasil dalam pengelolaan organisasi publik; Osborne dan Gaebler (1992) menegaskan perlunya transformasi organisasi publik dari birokrasi berorientasi prosedur menuju organisasi berorientasi hasil. Kinerja organisasi sektor publik, termasuk BKAD, tidak hanya diukur dari aspek penyerapan anggaran, tetapi juga dari kemampuan mencapai target program, efektivitas pengelolaan aset, kualitas laporan keuangan, dan kontribusinya terhadap tujuan pembangunan daerah (Bastian, 2017).
Dalam konteks Indonesia, implementasi akuntabilitas kinerja diwujudkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mengintegrasikan proses manajemen kinerja mulai dari penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran indikator kinerja, hingga penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014). Tujuan utama SAKIP adalah meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta mendorong penggunaan anggaran yang lebih efektif dan efisien (Kementerian PANRB, n.d.). Pengukuran akuntabilitas kinerja dalam SAKIP mencakup komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja (Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021).
Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis capaian kinerja BKAD Kabupaten Bandung Tahun 2025 dalam mendukung pengelolaan keuangan dan aset daerah; (2) menilai kesesuaian antara rencana kinerja dan realisasinya pada masa transisi Renstra; (3) menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya anggaran terhadap capaian kinerja; serta (4) mengidentifikasi implikasi perubahan struktur IKU terhadap akuntabilitas kinerja BKAD ke depan. 

KAJIAN PUSTAKA
Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik
Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban organisasi publik untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta hasil pelaksanaan program kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (Behn, 2001). Dalam perspektif New Public Management, organisasi sektor publik dituntut bertransformasi dari orientasi prosedural menuju orientasi hasil (outcome) sebagai ukuran keberhasilan kinerja (Osborne & Gaebler, 1992). Sejalan dengan itu, Bastian (2017) menegaskan bahwa kinerja instansi pemerintah tidak cukup diukur dari penyerapan anggaran semata, melainkan juga dari efektivitas pencapaian target program, pengelolaan aset, dan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Instrumen operasional akuntabilitas kinerja pada pemerintah Indonesia diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mengintegrasikan penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran indikator, hingga pelaporan kinerja instansi. Ketentuan teknis penyusunan perjanjian dan pelaporan kinerja diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014, sedangkan mekanisme evaluasinya diperbarui melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 yang mencakup komponen perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal, dan capaian kinerja. Kementerian PANRB (n.d.) menegaskan bahwa tujuan utama SAKIP adalah meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sekaligus mendorong penggunaan anggaran yang lebih efektif dan efisien.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Daerah
Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah, dengan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai level opini tertinggi yang mengindikasikan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan. Data rekapitulasi Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat (2025) menunjukkan adanya variasi capaian opini WTP antarkabupaten/kota di Jawa Barat, sehingga konsistensi perolehan opini WTP secara berturut-turut dapat menjadi indikator pembeda kualitas tata kelola keuangan suatu pemerintah daerah.

Efisiensi Anggaran dan Indikator Kinerja Utama
Efisiensi anggaran dalam konteks kinerja sektor publik diukur melalui perbandingan antara tingkat capaian kinerja (output/outcome) dan tingkat penyerapan anggaran (input). Suatu program dinilai efisien apabila target kinerja tercapai dengan penyerapan anggaran yang proporsional terhadap capaian tersebut. Perubahan struktur Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Renstra 2025-2029 sejalan dengan arah kebijakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, yang selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029. Penyederhanaan IKU menjadi single-indikator berorientasi hasil sejalan dengan prinsip New Public Management (Osborne & Gaebler, 1992), namun tetap memerlukan indikator turunan agar arah perbaikan kinerja tata kelola keuangan dan aset dapat terukur secara lebih rinci (Bastian, 2017).


METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif digunakan untuk menganalisis dokumen terkait perencanaan dan pertanggungjawaban kinerja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap Rencana Strategis (Renstra) BKAD 2021-2026 dan 2025-2029, Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BKAD Tahun 2025, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD, serta data realisasi anggaran BKAD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sidalmonev). Data juga dilengkapi dengan data rekapitulasi opini BPK atas LKPD seluruh entitas pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat yang bersumber dari BPK Perwakilan Jawa Barat.
Analisis data dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi kinerja tahun 2025, membandingkan capaian tahun 2025 dengan capaian tiga tahun sebelumnya (2022-2024), membandingkan target jangka menengah Renstra dengan realisasi tahun berjalan, serta membandingkan capaian kinerja BKAD dengan capaian entitas pemerintah daerah lain di tingkat provinsi. Analisis efisiensi anggaran dilakukan dengan pendekatan perbandingan antara tingkat capaian kinerja (output/outcome) terhadap tingkat penyerapan anggaran (input), menggunakan rumus: Realisasi Anggaran (%) = (Realisasi Anggaran/Anggaran) × 100%; Realisasi Kinerja (%) = (Realisasi Kinerja/Target Kinerja) × 100%; dan Nilai Efisiensi (%) = Realisasi Kinerja (%) − Realisasi Anggaran (%). Suatu program/kegiatan dikategorikan efisien apabila target kinerja tercapai dengan nilai efisiensi anggaran positif.


HASIL DAN PEMBAHASAN
Sasaran strategis BKAD Kabupaten Bandung pada Renstra 2025-2029 adalah "Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah", dengan indikator sasaran Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 3.A/LHP/XVIII.BDG/05/2025 tanggal 23 Mei 2025 atas LKPD Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Bandung memperoleh Opini WTP, yang merupakan raihan WTP ke-9 kali berturut-turut. Perlu dicermati bahwa Tahun 2025 merupakan tahun transisi Renstra sehingga target formal indikator sasaran belum dicantumkan untuk tahun 2025 dan baru ditetapkan mulai tahun 2026. Dengan demikian, capaian WTP 2025 diposisikan sebagai baseline bagi periode Renstra 2025-2029.
Dibandingkan tiga tahun sebelumnya, capaian tahun 2025 menunjukkan peningkatan kualitas opini, yaitu dari WTP dengan Penekanan Satu Hal (WTP PSH) pada LKPD Tahun 2023 menjadi WTP murni pada LKPD Tahun 2024. Data rekapitulasi opini BPK Perwakilan Jawa Barat menunjukkan bahwa dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, 19 di antaranya memperoleh opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2024, sementara Kabupaten Bandung bersama Provinsi Jawa Barat tercatat meraih WTP sebanyak 6 kali sejak tahun 2019 (5 kali WTP murni dan 1 kali WTP PSH). Tabel 1 merangkum perbandingan capaian tersebut.

Tabel 1. Ringkasan Capaian Opini BPK atas LKPD Kabupaten Bandung 2019-2025
	Periode/Aspek
	Capaian
	Keterangan

	Opini LKPD Tahun 2023
	WTP dengan Penekanan Satu Hal (PSH)
	Diterima tahun 2024

	Opini LKPD Tahun 2024
	WTP murni
	Diterima tahun 2025; WTP ke-9 berturut-turut

	Rekam jejak 2019-2024
	6 kali WTP (5 murni, 1 PSH)
	Setara dengan Provinsi Jawa Barat

	Peringkat regional (LKPD TA 2024)
	19 dari 27 kab/kota di Jawa Barat meraih WTP
	Sumber: BPK Perwakilan Jawa Barat


Sumber: Diolah dari LHP BPK dan data BPK Perwakilan Jawa Barat (2025)

Konsistensi opini WTP menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern dan mekanisme rekonsiliasi/konsolidasi laporan keuangan antarperangkat daerah telah berjalan stabil. Namun demikian, karena WTP merupakan level opini tertinggi, indikator ini memiliki karakter ceiling effect, sehingga peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pada periode berikutnya perlu ditunjukkan melalui indikator pendukung, seperti penurunan temuan berulang, percepatan tindak lanjut rekomendasi, penguatan kualitas data aset, serta ketepatan waktu rekonsiliasi dan penyusunan LKPD.

Efisiensi Penggunaan Anggaran
Pada Tahun Anggaran 2025, BKAD Kabupaten Bandung merealisasikan anggaran sebesar Rp. 935.337.801.884,00 dari pagu Rp. 1.045.930.372.451,68, atau 89,43%. Dengan pendekatan perbandingan capaian kinerja terhadap penyerapan anggaran, seluruh program yang diampu BKAD dikategorikan efisien. Efisiensi tertinggi terjadi pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan realisasi 68,68% terhadap pagu Rp. 43.376.306.139,77 (efisiensi 31,32%), sementara program inti tetap memperoleh dukungan anggaran tinggi, yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah (realisasi 90,32% dari pagu Rp. 999.913.697.961,91) dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (realisasi 90,05% dari pagu Rp. 2.640.368.350,00), sebagaimana dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2. Realisasi Anggaran BKAD Tahun 2025 Berdasarkan Program
	Program
	Anggaran (Rp)
	Realisasi (Rp)
	Realisasi (%)

	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
	43.376.306.139,77
	29.791.389.215,00
	68,68

	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
	999.913.697.961,91
	903.168.738.830,00
	90,32

	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
	2.640.368.350,00
	2.377.673.839,00
	90,05

	Jumlah
	1.045.930.372.451,68
	935.337.801.884,00
	89,43


Sumber : Diolah dari Sidalmonev (2025)

Kegiatan yang paling berkaitan langsung dengan pencapaian opini WTP menunjukkan realisasi yang kuat, yaitu Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah (92,34%), Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah (87,79%), serta Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (99,01%). Pola ini mengindikasikan bahwa efisiensi anggaran BKAD Tahun 2025 tidak berdampak negatif terhadap kualitas pelaporan keuangan; penghematan terjadi terutama pada belanja penunjang (overhead), sementara belanja pada fungsi inti yang menjadi prasyarat opini WTP tetap terpenuhi.

Implikasi Perubahan Struktur Indikator Kinerja Utama
Perubahan IKU BKAD dari struktur multi-sasaran dan multi-indikator (Renstra 2021-2026) menjadi single-sasaran dan single-indikator (Renstra 2025-2029) membawa sejumlah implikasi. Pertama, terjadi pergeseran orientasi pengukuran dari proses dan kepatuhan (misalnya persentase ketertiban penyusunan laporan sesuai SAP, tingkat likuiditas) menuju hasil akhir audit eksternal (Opini BPK), yang menjadikan IKU baru lebih bersifat outcome level dan kredibel secara eksternal karena menggunakan standar penilaian yang umum. Kedua, dari sisi sumber data, IKU lama banyak bergantung pada data dan evaluasi internal, sedangkan IKU baru bersumber dari lembaga pemeriksa eksternal (BPK), sehingga meningkatkan kredibilitas dan mengurangi bias penilaian internal. Ketiga, penyederhanaan menjadi single-indikator berisiko mengaburkan kontribusi programatik BKAD secara rinci, mengingat opini LKPD dipengaruhi pula oleh kinerja seluruh perangkat daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, sementara BKAD berperan kuat pada fungsi konsolidasi, kebijakan akuntansi, rekonsiliasi, dan pembinaan, namun tidak memegang seluruh bukti transaksi di perangkat daerah lain.
Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa penerapan paradigma New Public Management mendorong instansi pemerintah untuk menerapkan sistem pengukuran kinerja berorientasi hasil (Osborne & Gaebler, 1992), namun penyederhanaan indikator utama tetap memerlukan indikator turunan atau pendukung agar arah perbaikan kinerja pada aspek tata kelola keuangan dan aset tidak kehilangan kejelasan, khususnya pada area yang berisiko memengaruhi opini, seperti kualitas bukti transaksi, pengendalian intern, kepatuhan perangkat daerah lain, dan ketertiban administrasi aset.

Tantangan Tata Kelola Aset dan Manajemen Risiko
Pada aspek pengelolaan aset, nilai aset tetap Pemerintah Kabupaten Bandung tercatat signifikan, yakni Rp. 18.953.413.277.798,00, namun masih terdapat 1.894 bidang tanah milik pemerintah daerah yang belum bersertifikat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko hukum, sengketa kepemilikan, hambatan pemanfaatan, serta meningkatkan risiko temuan pemeriksaan. Selain itu, capaian Nilai Maturitas Manajemen Risiko BKAD sebesar 50,76 poin relatif lebih rendah dibandingkan Indeks Reformasi Birokrasi (86,34 poin) dan Nilai SAKIP (83 poin), yang mengindikasikan bahwa penguatan tata kelola internal masih memerlukan perhatian khusus pada aspek manajemen risiko, seperti integrasi risiko ke dalam perencanaan dan penganggaran serta monitoring risiko berbasis indikator.


KESIMPULAN DAN SARAN
Akuntabilitas kinerja BKAD Kabupaten Bandung Tahun 2025 menunjukkan capaian yang konsisten dan meningkat kualitasnya, ditandai dengan perolehan Opini WTP murni atas LKPD Tahun 2024 sebagai raihan ke-9 berturut-turut, meningkat dari WTP PSH pada periode sebelumnya. Karena tahun 2025 merupakan masa transisi Renstra, capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan target formal, tetapi diposisikan sebagai baseline bagi target jangka menengah Renstra 2025-2029 yang seluruhnya mempertahankan target WTP. Dibandingkan dengan capaian entitas pemerintah daerah lain di Provinsi Jawa Barat, capaian Kabupaten Bandung berada pada kelompok kabupaten/kota dengan rekam jejak opini WTP terbaik. 
Dari sisi efisiensi, seluruh program yang diampu BKAD Tahun 2025 dikategorikan efisien, dengan realisasi anggaran keseluruhan 89,43% dan efisiensi tertinggi pada belanja penunjang, tanpa mengurangi dukungan anggaran pada program inti pengelolaan keuangan dan aset yang menjadi prasyarat keberlanjutan opini WTP. Perubahan struktur IKU menjadi single indikator memperkuat orientasi hasil dan akuntabilitas eksternal, namun memerlukan indikator turunan yang lebih tajam agar arah perbaikan kinerja BKAD tetap terjaga, terutama pada aspek manajemen risiko dan penertiban administrasi aset daerah yang masih menyisakan tantangan berupa 1.894 bidang tanah belum bersertifikat.
Penelitian ini merekomendasikan agar BKAD Kabupaten Bandung memperkuat sistem manajemen risiko yang saat ini masih berada pada level maturitas terendah dibandingkan indikator tata kelola internal lainnya, mempercepat sertifikasi dan penertiban administrasi aset tetap, serta mengembangkan indikator kinerja pendukung di luar Opini BPK untuk memastikan perbaikan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah tetap terukur pada periode Renstra 2025-2029. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi lebih lanjut faktor-faktor determinan keberlanjutan opini WTP pada pemerintah daerah menggunakan pendekatan kuantitatif atau studi multikasus antarkabupaten/kota.
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